
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 DEFINISI KONSEP 

 
 

2.1.1. KONSEP PENGELOLAAN 

 

Pengeloaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata management, menurut 

Arifin Abdurracman dalam Purwanto (2009) mengemukakan bahwa manajemen 

adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang 

telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Sedangkan 

pengelolaan itu sendiri memiliki pengertian penyelenggaraan atau pengurusan 

agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. 

Menurut Wardoyo (1980, 41) memberikan definisi sebagai berikut : 

pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan 

perencanaan,pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sementara itu Menurut Harsoyo (1977, 121) Pengelolaan adalah suatu 

istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang 

bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara 

efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

Menurut George R. Terry, pengelolaan merupakan sebuah proses yang 

khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta 
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mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan 

sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain. 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982) pengelolaan adalah pengendalian 

dan pemanfaatan dari pada semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu 

perencanaan (planning), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu 

prapta atau tujuan kerja yang tertentu. 

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan 

memamfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) 

yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditentukan. 

Menurut Nugroho (2003, 119) Pengelolaan merupakan istilah yang 

dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal 

dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau 

menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih 

jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis 

simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan 

yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur. 
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2.1.2. KONSEP AKUNTABILITAS 

 

Konsep tentang Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa 

disebut dengan accountability yang diartikan sebagai “yang dapat 

dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut sebagai accountable. 

Lalu apa bedanya dengan responsibility yang diartikan sebagai “tanggung 

jawab”. Pengertian accountability dan responsibility seringkali diartikan sama. 

Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa 

dalam kaitannya dengan birokrasi, Responsibility merupakan otoritas yang 

diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan accountability 

merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang 

diperolehnya tersebut. 

Adapun menurut beberapa para ahli mengenai akuntabilitas sebagai 

berikut : 

Akuntabilitas menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) adalah 

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan organisasi 

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan 

atau pertanggungjawaban. Di samping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasikan 

mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik 

perilaku bersifat pribadi dan disebut akuntabilitas spiritual maupun perilaku 

yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling. 

Menurut Hasniati (2016) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai 

perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan 
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pengelolaan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. 

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan kewajiban dari 

pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, 

mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak 

yang telah memberi amanah yaitu masyarakat. 

Merill Collen Manggaukang Raba (2006,1) mengungkapkan bahwa 

meskipun sering digunakan, akuntabilitas nampaknya seperti cerita kuno tentang 

gajah yang digambarkan olehtiga orang buta, masing-masing memegang bagian 

tubuh gajah yang berbeda sehingga menggambarkangajah secara berbeda pula.” 

Begitulah perumpamaan tentang akuntabilitas, setiap orang memberi pengertian 

yang berbeda tergantung pada cara pandangnya masing-masing. 

Webster (Waluyo 2007,203) mendefinisikan akuntabilitas merupakan 

suatu keadaan yang dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan ankuntabel. 

Arti kata ankuntabel adalah: pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab 

pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat kepada Tuhannya 

atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk 

dipertanggunggugatkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di 

perhitungkan atau dipertanggunggugatkan. 

Menurut Leviene (Manggaukang Raba 2006,3), akuntabilitas berkenaan 

dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh 

administrasi Negara. Akuntabilitas publik menunjuk seberapa besar kebijakan 

dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih 
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oleh rakyat karena dilhat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi 

publik atau pemerintah, tetapi juga dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai 

norma yang berlaku di masyarakat. 

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang 

baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan 

konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif 

kepemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang 

mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan 

masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak 

mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini kepemerintahan yang pada 

akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu 

munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan 

dan administrasi negara di Indonesia. 

Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi 

akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya 

tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah 

Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya good 

governance. 

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan 

nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan 

kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang 

disyaratkan adalah terselenggaranya good governance. 
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Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan 

stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. 

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada 

atasan masing-masing, Lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, 

dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan 

tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi 

Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi 

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan 

atau pertanggungjawaban. 

Sulistiyani (2004, 43) menyatakan bahwa tranparansi dan akuntabilitas 

adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun 

penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung 

kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam 

bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini 

maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa 

harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat 

di wilayahnya. 
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Menurut Mardiasmo (2002, 105), ada tiga prinsip utama yang mendasari 

pengelolaan keuangan daerah, yaitu: 

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan 

arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk 

mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan 

masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat 

banyak. 

2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban 

publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, 

penyusunan dan pelaksanaan harus benar–benar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak 

hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak 

untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan 

anggaran tersebut. 

3. Prinsip value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok 

dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis 

yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas 

tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana 

masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau 

memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran 

tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat. 
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2.1.3. ALOKASI DANA DESA 

 

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002,158) menyebutkan bahwa 

perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan 

stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana 

pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan 

kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian 

bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana. 

Menurut Sahdan (2004,10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut 

ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa 

kewengan desa mencakup : 

(a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, 

membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui 

(rekognisi) oleh Negara. 

(b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, 

ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang 

ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang. 

(c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas 

pembantu dari pemerintah. 

Menurut Hanif Nurcholis (2011,88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka 
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penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan 

masyarakat. 

Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang 

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian 

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa 

tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan 

otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu 

sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya 

perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi 

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan 

Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk 

memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus 

segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah 

kabupaten. 

Sementara Penggunaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian: kita harus 

menggalakkan bahasa Indonesia, dengan demikian penggunaan merupakan salah 

satu perbuatan seseorang dalam menggunakan ataupun mengelola sesuatu baik 

barang maupun jasa. 

Mengacu pada definisi tersebut penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna ADD (pemerintah desa) dalam 
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mengelola dan menata usahakan Alokasi dana desa (ADD) yang sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan ADD harus 

gunakan secara efektif dan efisien. 

Menurut Widjaja H.A.W. (2003, 113) Dalam rangka meningkatkan 

pemberdyaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di 

pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing- 

masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana 

Alokasi Sebasar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan 

pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan 

Pembangunan khusunya di pedesaan . 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana Pemerintah 

kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan 

Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono (2006, 

110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan 

merupakan suatu gagagsan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk 

memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di 

desa. 

Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses 

rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di 

kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan 

agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Sebagai konsekuensi 



18 
 

 

 

 

 

 

 

diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk 

mengelola daerahnya yang disebut. 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh 

Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. 

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk : 

 

 

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara 

partisipatif sesuai dengan potensi desa 

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan 

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. 

 

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas 

adil dan merata, yaitu: 

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama 

untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) 

minimal. 

2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi 

secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa 
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yang dihitung dengan ruumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana 

Desa (ADD) Proporsional (ADDP). 

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat 

mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam 

upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara 

kesinambungan pembangunan di tingkat desa dengan adanya Alokasi Dana Desa 

(ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus 

dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari 

pemerintah pusat. 

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya 

otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan 

masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai 

fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang diterima . 

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak 

Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang 

mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperolah 

melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana 
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tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan 

pemerintahannya. 

 
 

2.1.4. PENGERTIAN dan JENIS DESA 

 

a. Pengertian Desa 

 

Istilah desa berasal dari bahasa India, Swadesi yang berarti tempat asal, 

tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup 

dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas Yuliati dan 

Poernomo (2003, 23). Menurut PP No. 57 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “dhesi” 

yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan 

desa fisiknya saja. Tetapi juga dimensi  sosial budayanya. 

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Luas 

desa biasanya tidak terlalu luas dan banyak dihuni oleh sejumlah keluarga. 

Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat penduduknya 

cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan 

kerabatan antar masyarakatnya biasnya terjalin kuat.Masyarakatnya juga masih 

percaya dan menjaga adat istiadat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur 

mereka. 
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R.Bintarto (2010,6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu 

hasil perpaduan anatara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. 

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang 

ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural 

yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah 

– daerah. 

 

H.A.W. Widjaja (2009:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat 

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat 

N.Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan 

sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan pendudukaya 

bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. 

Menurut sutardjo kartodikusumo (2002), pengertian desa adalah suatu 

kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 

mengadakan pemerintahan sendiri. 

Berbeda dengan landis (1948) yang mendefinisikan desa sebagai suatu 

wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. 

 

2) Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. 
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3) Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

alam. 

Dari beberapa pengertian dan definisi desa di atas kesimpulan yang 

dapat diambil mengenai beberapa ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut: 

1) Mempunyai wilayah sendiri. 

 

2) Mempunyai sistem masyarakat sendiri. 

 

3) Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam. 

 

4) Sifat gotong royong masih tertatanam kuat pada warga masyarakat desa. 

 

5) Masyarakat desa merupakan paguyuban (gemeinshchaft), yaitu gaya hidup 

berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat. 

6) Struktur ekonominya bersifat agraris. 

 

7) Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar. 

 

8) Proses sosial berjalan lambat. 

 

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang 

dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan. 

 
 

b. Jenis Desa 

 

Desa atau desa lain dengan nama yang sangat berbeda pada awalnya 

merupakan organisasi kemasyarakatan lokal yang memiliki batas-batas wilayah, 
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dihuni oleh banyak penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola 

dirinya sendiri yang disebut dengan self-governing community. Dilihat dari sisi 

peran dan fungsinya, desa bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis sebagai berikut: 

 
 

1) Desa Adat (Self-Governing Community) 

 

Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa di nusantara, berbasis 

pada suku (genealogis) dan mempunyai batas-batas wilayah, memiliki otonom 

asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi 

masyarakat sendiri secara komunal. 

2) Desa Otonom (Local Self Government) 

 

Ciri khas desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat yang ada di desa. 

Desa ini memiliki otonomi dan kekuasaan dalam perencanaan, pelayanan publik, 

keuangan (melalui anggaran pendapatan dan belanja desa), dan memiliki sistem 

demokrasi lokal. 

3) Desa Administratif 

 

Desa administratif merupakan desa yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang jelas, berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini 

sering disebut dengan pemerintah negara bagian setempat / the local state 

government. Otonomi jenis desa ini sangat terbatas dan tidak jelas. 

 
 

2.1.5. PEMERINTAH DESA 

 

Pemerintahan desa merupakan paduan antara dua pengertian 

pemerintahan dan desa. Pemerintahan tidak mungkin ada kalau tidak ada desa. 
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Dengan demikian desa merupakan syarat untuk adanya pemerintahan. 

Pengertian Pemerintahan Desa mengandung suatu makna sebagai suatu tempat 

bagi alat perlengkapan negara dalam menjalankan fungsi, tugas dan peranannya 

yang rneliputi hak dan kewenangannya sebagai pemerintah. 

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan 

pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan 

pengaturan, mobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina 

hubungan baik di dalarn lingkungan negara maupun dengan negara lain. 

Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan, dengan pemerintahan 

nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya. Uraian tersebut di atas 

merupakan pengertian suatu pemerintahan secara umum biasanya diambil dari 

sudut pemerintahan pusat. 

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan 

memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk 

didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. 

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang 

penyelenggaraanya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu 

proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan 

dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam 

konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa 

adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan 
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Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat 

 

(2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang: 

 

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

 

d. Menetapkan Peraturan Desa; 

 

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

 

f. Membina kehidupan masyarakat Desa; 

 

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

 

m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; 

 

n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara 

hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus 

ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan 

mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa 

diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak: 

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 

 

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 

 

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 

penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 

d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 

dilaksanakan; dan 

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 

kepada perangkat Desa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) 

dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

 

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
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e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

 

f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 

kolusi, korupsi, dan nepotisme; 

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 

 

i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; 

 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di 

Desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; dan 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 

 

 
 

2.1.6. Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan  desa. 
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a. Perencanaan 

 

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus 

sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan 

kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan 

keterkaitan dan kosistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah 

sebagai berikut: 

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan 

kepada Kepala Desa. 

2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa 

kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut. 

3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan 

tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan. 

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati 

bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari 

sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan 

evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat 

atau Sebutan Lain. 

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling 

lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang 



29 
 

 

 

 

 

 

 

APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerjaBupati/Walikota tidak 

memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan 

sendirinya. 

6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja 

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum 

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi. 

8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala 

Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa 

dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu 

APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala 

Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 

penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 

hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD 

mencabut Peraturan Desa dimaksud. 

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulannya bahwa perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tujuan 
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organisasi untuk mempermudah agar tercapainya sebuah tujuan dan langkah- 

langkah yang ingin di capai. 

 
 

b. Pelaksanaan 

 

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah 

ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan 

pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan 

kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang 

belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 

sah. 

Menurut Sujarweni (2015, 19) terdapat beberapa aturan dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa: 

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 

selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 

3.  Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan 

Bupati/Walikota. 

4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 
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5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang 

bersifatmengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam 

peraturan Kepala Desa. 

6.  Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian 

Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

7.  Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk 

melaksanakankegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain 

Rencana Anggaran Biaya. 

8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan 

oleh Kepala Desa. 

9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang 

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagaipertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan desa. 

10. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh 

dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terrdiri 

atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab 

belanja; dan lampiran bukti transaksi. 

11. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian 

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara 

melakukan pembayaran. 

12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara. 
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13. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak 

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan 

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulannya bahwa pelaksanaan adalah sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang di harapkan. 

c. Penatausahaan 

 

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh 

bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku 

bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. 

Menurut Permendangri No 20 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban 

yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah: 

1. Buku Kas Umum Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai 

aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai 

maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau 

kesalahandalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai 

sumber dokumen transaksi. 

2. Buku Kas Pembantu Pajak Buku pajak digunakan untuk membantu buku 

kas umum, dalam rangkapenerimaan dan pengeluaran yang berhubungan 

denga pajak. 

3. Buku Bank Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam 

rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. 
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Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulannya bahwa penatausahaan adalah pencatatan yang dilakukan oleh 

bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang di lakukan dan di catat 

dalam buku kas umum yang bersifat tunai. 

d. Pelaporan 

 

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, 

kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib: 

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota 

berupa: 

a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan 

paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

januari tahun berikutnya. 

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(LPPD)setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. 

3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDesa pada akhir 

masa jabatan kepada Bupati/Walikota. 

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa 

secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. 

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulannya bahwa pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian laporan 

yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan sebagai hasil dari suatu pekerjaan 

yang dilakukan selama satu periode terntentu. 
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e. Pertanggungjawaban 

 

Permendagri No 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari: 

 

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap 

akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi 

pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri: 

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Tahun anggaran berkenaan. 

b.  Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan. 

c.  Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke Desa. 

2.  Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud diatas, disampaiakan paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulannya bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang 

dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan 

kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada 

masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik. 
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2.2 HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

 
 

Tabel 2. 1 

Hasil Penelitian yang Relevan 
 

 

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Rosalinda 

(2014) 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) dalam 

Menunjang 

Pembangunan Pedesaan 

(Studi Kasus: Desa 

Segodorejo dan Desa 

Ploso Kerep,Kecamatan 

Sumobito) Tahun 2013 . 

Tata kelola dana ADD masih 

tampak belum efektif, hal ini 

terlihat pada mekanisme pe- 

rancanaan yang belum mem- 

perlihatkan sebagai bentuk 

perencanaan yang efektif karena 

waktu perencanaan yang sempit, 

kurang berjalannya fungsi 

lembaga desa, partsipasi 

masyarakat rendah karena 

dominasi kepala desa dan adanya 

pos-pos anggaran dalam 

pemanfaatan ADD sehingga tidak 

ada kesesuaian dengan kebutuhan 

desa. 
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No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

2 Arifiyanto 

(2014) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

di Kecamatan Umbul 

Sari Kabupaten Jember 

Tahun 2012 

Perencanaan program ADD di 

 

10 desakecama sekecamatan 

Umbulsari secara bertahap telah 

melaksanakan konsep 

pembangunan  partisipatif 

masyarakat desa, menerapkan 

prinsip partisipatif, respondif dan 

transparan serta  per- 

tanggungjawaban   secara   teknis 

sudah cukup baik. 

 

 No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian  

3 Getsiana 

(2019) 

Pengelolaan Dana Desa 

(AAD) di Desa Panggi 

Agung Kecamatan 

Ketungau Tengah 

Kabupaten Sintang 

Perencanaan,pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban 

kegiatan ADD  telah 

akuntebel dan transparan. 

Namun,  dari   sisi 

administrasi   masih 

diperlukan adanya 

pembinaan lebih lanjut, 

karena belum sepenuhnya 
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   sesuai dengan ketentuan. 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat di ketahui bahwa Rosalida 

melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo Dan 

Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito) Tahun 2013”, Arifiyanto dengan 

judul “ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari 

Kabupaten Jember Tahun 2012”, Getsiana dengan judul “Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di Desa Panggi Agung Kecamatan Ketungau Tengah 

Kabupaten Sintang”. 

Penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan metode wawancara tersetruktur dan tidak tersetruktur, serta 

pengamatan yang dilakukan terhadap responden. Objek penelitian adalah alokasi 

dana desa dan menunjukan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan anggaran 

desa masing-masing. Beberapa aspek yang membedakan dengan penelitian 

sekang membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan prinsip 

akuntanbilitas dan transparansi untuk mengelola keuangan desa di Desa Kamuh 

Kecamtan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang. 
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2.3 ALUR PIKIR PENELIRIAN 
 

Adanya anggaran yang disalurkan oleh pemerintah kota/ kabupaten 

kepada tiap-tiap desa yang ada di wilayahnya masing-masing, begitu sangat 

membantu pemerintah desa dalam menjalankan program-program yang telah 

dirancang dengan sedemikian rupa. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 tentang desa, desa diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola 

semua urusannya, tak terkecuali dalam urusan pengelolaan dana desa. 

Desa mendapat dana yang cukup besar yaitu sepuluh persen dari dana 

transfer APBN dan ditambah sepuluh persen dari dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota dari APBD, desa harus melakukan pengelolaan yang 

baik. 

Akuntabilitas mutlak dan transparansi dibutuhkan dalam pengelolaan 

dana desa ini, yaitu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pertanggungjawaban karena pemerintah desa pada akhirnya harus siap 

mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah maupun kepada 

masyarakat. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaam dana 

desa tidak lain bertujuan untuk meciptakan tata kelola pemerintahan yang baik 

Kerangka pemikiran Alokasi Dana Desa (ADD) studi kasus di Desa 

Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dapat digambarkan 

dalam bagian kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.1 berikut : 
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UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

PERBUP Bengkayang No 3 Tahun 2014 Tentang Teknisi Penggunaan Alokasi 
Dana Desa 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Teori Mardiasmo (2002, 105), Ada 
Tiga Prinsip Utama Mendasari Pengelolaan Keuangan, Yaitu Prinsip 

Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Value For Money. dan dibantu 
dengan PERMENDAGRI RI NO 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa. 

 

Terdiskripsinya Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kamuh Kecamatan Tujuh 
Belas Kabupaten Bengkayang. 

1. Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa Yang Kurang Transparansi 

2. Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Banyak Kegiatan Yang Tidak 
Terlaksanan 

3. Dalam Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Yang Masih Banyak Salah 
Dalam Pelaporan 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pikir 

 

Sumber: Olahan Penulis 2022 



40 
 

 

 

 

 

 

 

2.4 PERTANYAAN PENELITIAN 
 

a. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kamuh Kecamatan 

Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dilihat dari aspek prinsip 

transparansi ? 

b. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kamuh Kecamatan 

Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dilihat dari aspek prinsip 

akuntabilitas? 

c. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kamuh Kecamatan 

Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dilihat dari aspek prinsip vaule for 

money? 




